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PENDAIRULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan negara tetangga yang mempunyal peranan
sangat penting bagi Australia, karena letaknya yang sangat dekat, sehingga
memungkinkan kerjasama bagi kedua ncgara, baik kegasama di bidang
ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bahkan kerjasama dalam bidang militer
sekalipun. Dan pembentukan kerjasama yang sehat antar dua negara
dibutuhkan peran aktif dari masing-masing negara. Akan tetapi, seiring
dengan berjalannya waktu, kerjasama yang dibina seringkali tidak sesuai
dengan keinginan . dari dua negara. Hubungan kedua negara te-sebut
senantiasa dipengaruhi isu-isu yang melibatkan citra kedua negara dan secara
otomatis juga mempengaruhi politik luar negeri dua negara.

[su yang paling aktual adalah peristiwa peledakan bom di depan
Kantor Kedutaan Besar Australia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Selatan. pada tanggal 9 September 2004, kira-kira jam 10 pagi. Peledakan
tersebut mengakibatkan 9 orang tewas dan 180 lainnya luka berat dan ringan.
Peristiwa tersebut pastinya akan membawa dampak terhadap hubungan
bilateral Indonesia-Australia,

Penulis dalam hal ini mencoba untuk menggambarkan dan
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dengan Indonesia pasca bom di depan kantor Kedutaan Besar Australia (bom

Kuningap).

Tujuan Penulisan

SFﬁpsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan
gelar kesarjanaan Strata satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Disamping itu, penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memberikan gambaran
yang empiris (:ian obyektif mengenai hubungan bilateral Australia dengan
Indonesia pasca terjadinya peledakan bom di depan Kantor Kedutaan Besar
Australia (Bom Kuningan). Diharapkan skripsi ini akan membawa pencerahan

bagi pen}llis dan para pembaca yang budiman.

Latar B?lakang Masalah

SFbagai suatu bangsa dan ncgara yang merdeka dan berdaulat,
menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain adalah suatu kebutuhan
yang mgmang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya dan
memenubi apa yang menjadi kepentingan nasional ataupun hal lain yang
mengiringinya.

Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dengan

jumlah populasi kurang lebih. 200 juta jiwa. Letaknya yang sangat dekat
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kecuali kedua negara tersebut harus' mampu menciptakan suatu kemitraan
yang sehat, yang dapat menjamin kestabilan kawasan mereka. Olehi karenanya
Indonesia’ tenjalin ‘hubungan kerjasama dengan Aust:alia segerél sesudah
kedaulaian Indonesia diakui oich Bélanda melalui Konferensi Meja Bundar
(KMB) pada tanggal 27 Desember 1949. Dan situ, ‘m:lbungan antara Indonesia
dengan Australia terus berlanjut meskipun tidak jarang masih terdapat
beberapa hambatan yang mewarnai hubungan kedua negara.

Hambatan yang terjadi dalam hubun'ga'n bilateral - Alstralia-Indonesia
dikarenakan adanya perbedaan persepsi. Terjadinya perbedaan persepsi
tersebut menimbulkan konflik antar dua negara yang kadangkala menjurus ke
arah krisis, dalam hal ini terdapat dua faktor yang sangat menentukan arah dan
Sl'fffil dart huburigantersebut.

Pertama, kawasan geografis dimand kedua- negara berada memaksa
mereka untok menghilangkan pe’rb'edzian yang mendasar dalam evaludsi
jangka panjang mengenai konsep stralegis yang mempéngaruhi kebijakan
politik luar negeri kedua negara.

Kedua, kenyataan pengalaman perbedaan sejarah . kedua negara,
perkembangan lembaga-lembaga politik dan sosial budaya, memeriukan
pendekatan yang serius agar tidak terjadi berbagai salah pengertian.

Akan tetapi pada kenyatannya kedua negara tetap menjalin kerjasama

yang erat sejak awal kemerdekaan RI hingga sekarang. Kerjasama: tersebut
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semua.. hubungan .dagang .dan keuangan dengan Malaysia, .termasuk
Singapura.’ . ..

, Namun keteganéan antar dua negara tersebut mulai mereda semenjak
pemerintahan Orde -Baru Soeharto menggantikan rezim Soekarno pada tahun
1966. Australia segera: mf.;,ngakui kepemimpinan Orde Baru, karena Indonesia
meperlihatkan sikap anti-komunis yang keras dan menjalankan kebijakan luar
negeri yang pro-Barat.

Antara tahun 1972-1988, hubungan Australia-Indonesia diwamai oleh
‘berbagal masalah yang mengakibatlan berfluktuasinya hubungan keduanya.
Dan masalah yang paling mengganggu adalah persoalan mengenai Timor-
Timur. Persoalan Timor-Timur ini mewarnai kebijakan Luar Negeri Australia
selama jab:atar‘l kedua PM W,higlam dart Partai Buruh (1974-1975) dan selama
PM 1_(oa1isi Liberalrﬁagional, Freser, (19,75;1%:}3), dan ke;ika Partai Buruh
Hawke berkuasa sejak_,l9é?‘»3.4 Do S

z}k‘,an tetapi . Pemerintah ‘Ausltralia tetap melakukan usaha melalui
persetujuan bersma untuk mempinqldan mepertahankgn hubungan harmonis
dengan Indo'ne‘sial pada tahun 1‘:980-an_ dan 1990-an yaitu pada masa

pemerintahan Paul Keating. Hubungan Paul Keating dengan pemerintahan

? Hilnian'; Adil, Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966: Studi Kasus Keterlibatan
Australia dalam Konflik Bilateral, Jakarta, CSIS 1997 hal. 45-46
*Zulkifli Hamid op cit. hal. 423 '




Pada tanggal 4 September 1999 PBB mengumumkan bahwa hasilnya besar
sekali yaitu 78,5% suara pemilih jatuh pada pilihan kemerdekaan.’

Tingkat kerusakan hubungan Australia-Indonesia tidak mudah
dikuantifikasikan. Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia,
menyebut kemunduran 10 tabun dalam hubungan itu.f Puncaknya terjadi
pasca pengumuman referendum tangzal 4 September 1999, ada suara tentang
pembekuan hubungan diplomatik, dan pada tanggal 16 September 1999,
Pemerintah Indonesia mengakhiri Petjanjian Pemeliharaan Keamanan dengan
Australia yang sudah terjalin sejak 18 Desember 1995, sebagai lambang
ketidaksenangan pada Australia atas sikapnya yang cenderung mendukung
lepasnya Timor-Timur dari Indonesia.

l Setelah terjadi pembekuan hubungan diplomatik dan pemutusan
Pcrjanjfi‘an Pemeliharaan Keamanan, hubungan Australia-Indonesia senantiasa
dipen;aruhi isu-isu yang memaksa kedua negara saling bersitegang. Dimulai
dengan Tragedi WTC pada tanggal |1 September 2001 yang kemudian
memunculkan sebuah konsep ferorisme untuk’ menyebut aksi penyerangan
tersebut. Amerika Serikat dan kroninya menunjuk Osama bin Laden dan
jaringan Al-Qaeda sebagai otak pelaku penyerangan. Indonesia yang
mayoritas penduduknya Muslim, secara langsung atau tidak ikut terkena
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hubungan antir negara di dunia, termasuk hubungan Australia-indonesia.
Belum lagi fuduhan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sarang teroris.

Tuduhan tersebut sangatlah memojokkan Indonesia dimata
Internasional. Betapa tidak, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pasca
tragedi WTC, aksi teror semakin merajalela di Indonesia. Dan yang pal ng
mempengaruhi hubungan bilateral Australia-Indonesia adalah dua aksi
peledakan bom yang terjadi di dua tempat di Indonesia, yaitu bom Bali pada
tanggal 12 Oktober 2002, yang meluluhlantakkan bangunan Sari Club dan
Paddy’s Café, serta bangunan-bangunan lain di sekitar Legian, Kuta, Bali.
Tragedi tersebut menewaskan sekitar 184 jiwa yang umumnya warga negara
asing dan mayoritas warga negara Australia.

Melihat kondisi yang demikian, PM Australia Jobn Howard
menghimbau agar seluruh warga negara Australia segera meninggalkan
indonesia dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan, dengan alasan
keamanan di Indonesia yang memburuk. Menurut Howard, dalam peledakan
bom Bali, menewaskan mayoritas warga negara Australia, telah membuat
duka yang dalam bagi negaranya. Hingga kini sebanyak |'4 warga negaranya
belum diketahui keberadaannya’

Belum hilang dari ingatan meagenai peledakan bom di Bali, hubungan

Australia-Indonesia dihentakkan lagi dengan adanya peledakan bom di Depan

® Ungkapan Perdana Menteri Australia John Howard datam, Australia Tekankan Perlunya Kerjasama
dengan Indonesia, Kompas, 18 Oktober 2002
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Kantor Kedutaan Besar Australia di jalan Rasuna Said, _Kum'ngan , Jakarta
Selatan pada tanggal 9 September 2004, kira-kira jam 10 pagi. Ledakan bom
yang selanjutnya dikenal dengan bom Kuningan ini mengakibatkan 9 orang
tewas dan 180 lainnya luka berat dan ringan,

Korban se;bagian besar merupakan warga sipil yang tidak memiliki
kaitan apapun dengan agenda politik para teroris. Wajar bila kecaman
terhadap serangan teroris ini datang dari berbagai kalangan pemerintahan
maupun masyarakat dalam maupun luar negeri. ™

Peristiwa bom Kuningan telah menimbulkan kekerasan dan/atau
ancaman kckerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang
meluas. Bagi sebagian besar orang Indonesia, terutama yang pernah
mengalami  ancaman bom, peristiwa bom Kuningan tidak hanya
menimbulkan rasa takut, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam %arena
rangkaian teror bom yang yang tak pernah usai. Secara jujur harus diakui,
teror bom telah menghaﬁcurkan salah satu hak asasi paling dasar, yaitu hak
atas rasa aman. '

Peristiwa peledakan tersebut praktis menambah deretan aksi teror bom
di Indonesia. Presiden Megawati pada saat melakukan kunjungan ke tempat
kejadian, mengungkapkan bahwa ia sangat mengutuk aksi terorisme dan

menghimbau pada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, sebab kejadian

" Googlesearch, Selasa 28 September 2004 oleh Sudirman HN, Mahasiswa Pascasarjana Universitas

‘Melbourne Australia.
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seperti ini tidak'mudah didg:telfsi, oleh karenanya diperlukan kerjasama yang
ba‘ik dari pihak kepolisian dan seluruh iapilsaln masya‘rakat' u;1tuk selalix
waspada terhadap lingkungannya. 2 .
PeriStiwq peledakan bom Kuningaln pastinya akan mer-ubah p;ola
tingkah laku dan kebijakan poljtik luar negeri Australia terhadap Indonesi.
Insiden tersebut praktis mlenorehk‘an kembali luka vang belum sempat hilang
dari /;;gara Austraiia. aki})atl peledakan bom B‘a]i‘.iMeskipurll tidak ditemukan
satupun.'korbanl yang berkewarganegaraan A-ﬁs'grali_a pada bom Kuningan
tersebut, namun Australiq;tetap tidak bilsa tinggal diam.

Pada tanggal .10 September 2004, setelah mendatangi lokasi
pengeboman di Kedutaan Besar .{f\ustra]ia, Menteri Luar Neg_glri Alexander
Downer menenui Presiden Megawati Soekarnoputri guna melangsungkan
pertemuan. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama 45 menit di
kegiaman Presiden di j_alan__ Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Downer
yang didampingi ol_eh Duta Besar Australia, David Ritchie menyampaikan
tawaran untuk membantu penyelidikan bom di depan Kedubes ,Aus?tra]ia,
salah satunya dengan mengiri‘m para pakar bom dari Australia."

D_isgmping tu, Alexlandcr Downer juga menyatakan Australia sangat

prihatin dengan peristiwa peledakan bom itu dan akan memberikan segala

dukungan kepada Indonesia untuk menangkap para pelakunya. Downer

2y v dingo.id, 9 Sepetember 2004, 20:06 WIB
1 Liputan6.com, 9 September 2004
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kembali warganya untuk berkunjung ke Indonesia, mengingat kondisi
keamanan di Indonesia sudah kondusif. Dan hal tersebut disambut hangat oleh
Indonesi?.

Indikasi peningkatan hubungan bilateral Australia-Indonesia pasca
peledakan bom Kuningan juga terlihat dalam bidang militer. Australia sangat
aktif membantu Indonesia dalam menangani kasus erorisme. Yaitu antara lain
Australig dan Indonesia membentuk tim penyidik dan intelejen gabungan
(berdasarkan MoU tentang penanganan terorisme) yang ditandatangani oleh
kedua negara pada tanggal 7 Februari 2003. Dan penandatanganan tersebut
sckarang ini akan diteruskan menjadi kerjasama keamanan yang akan
menegaskan nota kesepahaman dalam kontraterorisme. Selain itu, bantuan
dana dap' Australia terus mengalir guna memerangi terorisme di Asia,
khususnya di Indonesia, yakni sebesar A$ 38,3 juta.

Fakta-fakta diatas membuktikan bahwa terjadi peningkatan kerjasama
yang sigm'ﬁkan antara Australia dan Indonesia setelah adanya peristiwa

peledakaln bom (aksi terorisme) di Indonesia.

. Pokok Permasalahan
Dari seluruh uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
permasalahan dalam skripsi ini adalah ingin mengetahui Mengapa Australia

meningkatkan kerjasama dengan Indonesia pasca peledakan bom Bali
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E.

Landasan Teori

L

e
Untuk menganalisa sebuah permasalahan dibutuhkan sebuah teori.

Dan sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa definisi mengenai
teori.

Teori merupakan suatu perangkat sistematis, yaitu mengikuti aturan-
aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya
dengan data dasar sehingga dapat diamati. 16

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan
logika menjadi suatu bentuk pernyatiaan tertentu sechingga dapat menjelaskan
fenomena tersebut secara ilmiah."”

Dari beberapa definisi teori diatas, maka penulis menggunakan Teori
Politik Luar Negeri

Dalam literatur ilmu politik, politik luar negeri digambarkan sebagai
penghubung antara lingkungan domestik dan l;ngktlngan eksternal suatu
negara. Ia juga bisa digambarkan sebagai halaman yang menghubungkan dua
rumah yang saling berhadapan, yaitu rumah yang dihuni oleh masyarakat
domestik dan masyaraklat negeri lain. Dan yang rpenghubungkan berbagai

negara yang berdaulat adalah politik fuar negert. 18

16 Gien E Snellbecker, dalam Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung, PT.
Remaja Rosdakarya, 1991) hal. 61
17 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Inetrnasional: Teori dmi-Mztodologi (Yogyakarta, Pusat Antar

Universitas-studi sosial UGM,1998) hal. 161 \
18 Mohtar Mas oed, Teori dan Metodologi Hubungan Internasional, Pusat Antar Universitas-Studi

(3l
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3 konsederasi tersebut adalah:

1. Kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang
mendasari tingkah laku manusianya.

2. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut termasuk faktor
geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam
pertahanan dan keamanan.

3. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan
politik luar negeri), serta pengaruh negara-negara lain yang
relevan dalam permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan dalam Gambar 1.1 :

Pengambilan Kebijakan Luar Negens Wilham D.Coplin

| Politik Dalam Negeni | -t |

+ Konteks Internasional suatu produk
p . " . tindakan politik suatu negara di mase
| Pengambilan Keputusan I —» Tindakan Politik Luar Negen —po- tal Kini den mendatang yang sunngld

’ dientisipasi
|

|7Knndisi EkonomiDan Mi!iter—l -

Dari bagan tersebut nampak kaitan-kaitan antara kondisi politik

domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, pembuatan kebijakan, dan konteks

Y i dimi e mtinnin i h! maaLisndne hakilAlrac nbnen timAdaliae
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/

Penempatan kerangka konseptual tersebut dapat dianalisis sebagai
berikut:

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, Kondisi Politik dalam negeri suatu negara merupakan
salah satu variabel penentu dalam pembuatan keputusan luar negeri negara
tersebut. Termasuk sistem politik autokratis dan sistem politik demokratis
memPengaruhi penyusunan politik luar negeri. Selain ifu, stabilitas politik
juga mepengaruhi dalam pembuatan politik luar negeri. Keterkaitan antara
politik dalam negeri dan pembuatan keputusan luar negeri bisa dibuat
kerangka konseptual berfokus pada hubungan antara para pengambil
kepufusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik luar negeri dengan
aktor-aktor politik dalam negeri (Policy Influencer). Peran politik dalam
negeri terhadap tindakan politik luar negeri juga bisa dianalisa melalui
stmkﬁlr sistem pengaruh kebijakan, serta peran sistem itu dalam
perurpusan  politik luar negeri. Politik dalam negeri merupakan
seperlangkat determinan bagi pembuatan keputusan politik luar negeri.
Dengan melihat atribiut-atribut sistem politik luar negeri seperti terbuka-
tertutup atau stabil-tidak stabil bisa membentuk aspek-aspek politik luar
negeri tertentu.

2. Konqisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer memainkan peranan penting dalam
proses penyusunan politik luar negeri dengan memberikan dukungan dan

tuntutan kepada para pengambil keputusan politik luar negeri. Komitmen
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suatu kondisi yang diperlukan untuk menopang politik luar negeri. Untuk
mengamati peran kemampuan ekonomi terhadap politik luar negen suatu
negara yaitu dengan melihat kekuatan ekonomi negara tersebut yang bisa
diuktp' dengan kapasitas produksi barang dan jasa (GNP) dan tingkat
ketergatungan pada perdagangan dan finansial internasional. Sementara
itu ditingkat kemampuan militer dapat diuvkur melalui jumlah tentara,
kuali}as perlengkapan dan tinglat latthan.

. Konteks Internasioanal.

Konteks internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya
dengan negara lain dalam sistem internasional. Sifat sistem internastonal
dan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu
menentukan bagaimana negara jtu akan berprilaku. Konteks internasional
menyangkut faktor-faktor geografis, ckonomi dan politis. Geografi
pentipg dalam menetapkan konteks internasional suatu negara dalam
bidang yang berkaitan dengan logistik, militer, pola perdagangan pola
aliansi dan lain sebagainya. Hubungan ekonomi juga merupakan bagian
penting dalam konteks internasional, yaitu meliputi arus barang dan jasa
maupun arus modal yang telah membuat negara saling bergantung.
Hubungan politik dalam konteks internasional sangat berperan dalam
kepentingan politik luar negeri suatu negara.

Dari uraian diatas, bila dikaitkan dengan prilaku Australia terhadap
Indonesia untuk melakukan peningkatan hubungan bilateral dengan

Tndonesia pasca peledakan bom Bali dan bom Kuningan; maka prilaku

st AT - LAl lil salhasns Al-ban
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Pengambil Keputusan (Decision Maker). Dan John Howard dalam hal ini
bertindak sebagai aktor pengambil keputuasan atas nama negara. Dan
pengambilan keputusan (Decision Making) yang dilakukan oleh aktor
pengambil keputusan (Decision Maker), yakni John Howard pastinya
ditujykan untuk mencapai apa yang menjadi Kepentingan Nasional
selurph rakyat Australia.

Kondisi politik domestik Australia pasca adanya dua peledakan bom
di Indonesia, dalam kurun waktu 2 tahun (antara tahun 2002-2004) sangat
djna.tpis dan konfliktual. Terjadi berbagai macam reaksi baik dari
masyarakat, pers, maupun lembaga politik Australia itu sendiri. Dari
masyarakat Australia banyak yang mengecgn'l aksi terorisme. Meskipun
demikian masyarakat Australia tetap simpatik dengan para korban bom.
Sedapgkan pers Australia yang sangat liberal itu mengecam aksi terorisme
deng:-fm artikel-artikel mereka yang tajam pada surat kabar Australia.
Artikel surat kabar Australia diwarnai oleh kecaman mengenai kebiadaban
aksi ﬁerorisme yang merupakan aksi yang bertentangan hak asasi manusia.
Lain halnya dengan lembaga politik Australia. Tarjadi perdebatan yang
sangat sengit di parlemen untuk menentukan apakah Australia akan terus
melapjutkan hubungan diplomatik dengan Australia ataukah memutuskan
hubupgan. Indikasi ketidaksukaan pemerintah Australia terhadap
Indonesia berkaitan dengan terorieme dilakukann dengan aksi
penggeledahan rumah-rumah warga negara Indonesia muslim di Australia,
bahkan tidak jarang dilakukan dengan paksa, dengan dalih mencari pelaku

- - [EL} ~a  TFoiened dbnbmin mmmnmsaslila cvmAninan
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hubquan bilateral bahkan meningkatkan dengan Indonesia demi
kepentingan Australia yang lebih penting, menjaga stabilitas politik dalam
negeri Australia untuk menghadapi pemitu tahun 2004.

K[ondisi ekonomi Australia yang menginginkan pertumbuhan ekonomi
yang signifikan, menyebabkan Australia mempertahankan hubungan yang
baik dengan Indonesia. Meskipun Indonesia sering mengalami
ketidakstabilan politik dan keamanan, akan tetapi Australia tetap
mela*:ukan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Ditandai dengan terus
meni:flgkatnya volume perdagangan Ausralia ke Indonesia.

SFdangkan dalam konteks internasional, sejak teqadmya tragedl World
§ radf Cemer 11 September 2001 d1 Amerlka Senkat teronsme menjadi
sebuarh isu yang mendommaSJ suhu pohtlk mtemasmna] Tak terkecuah

Australia dan Thdonesia. Terlebih ]ag1 bagi Indonesia, yang megalami tiga

rangkaian ' terorisme  yatig: “banyak menaddpat- sorotan dari dunia

internasional, yaitu-bom Bali, bom Marriot; dan yang paling aktual adalah
bom Kuningan (Bom di depan Kantor Kedutaan Besar Australia). Dan dua

dari tiga aksi teror yang paling menghebohkan di' Indonesia tersebut

menyinggung hubungan bilateral Australia dengan Indonesia. Oleh

kareqa'nya Hibutﬁhkan-penangan_an yang serius dan efektif dari kedua
negata yang dapat diwujudkan dengan kerjasama yang erat dari dua
negara dalam memerangi terbr'isme. '
Qisamping menggunakan Decision . Making Theory, penulis
mangartkannya dengan model “Rasionalitas Strategis”. Model 1m
didasarkan pada -asumsi bahwa pnlaku pembuat keputusan polmk luar

negeri adalah rasmna], yaltu bahwa pemilihan svatu strategi sungguh-
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3. Dalam dunia yang saling tergantung, ini berarti bahwa para
pembuat keputusan itu harus mempertimbangkan = dan
memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara-bangsa
lain.”

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa prilaku politik luar negeri
suatu negara akan diarahkan untuk mencapai Kepentingan Nasional
(National Inerest). Dalam hal ini, Australia melakukan politik luar negeri
terhadap Indonesia, diarahkan untuk memenuhi Kepentingan Nasionalnya,
yaitu:

1. Menjadi The Leading Actor di Asia Pasifik.

2. Peningkatan ekonomi yang signifikan, demi kemakmuran yang

seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Australia.

3. Menjaga stabilitas keamanan teritorialnya dari ancaman terorisme

internasional yang dirasa telah semakin mendekat ke Austraha,

F. Hipotesa
Berdasarkan teori yang digunakan dalam kerangka pemikiran, maka

dapat ditarik suatu hipotesa bahwa hubungan bilateral Australia-Indonesia
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1. Untuk meningkatkan dukungan terhadap John Howard dalam
pemilu 2004.

2. Kondisi ekonomi dan militer Australia yang sangat terpengaruh
oleh Indonesia.

3. Konteks internasional Australia yang membutuhkan partner dalam

memerangi terorisme.

G. Metode Penelitian
Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini akan
dilaksanakan dengan studi pustaka. Data yang diolah adalah data sekunder
yang berasal dari literatur-literatur, fnajalah—m‘ajalah, surat kabar, internet,

journal serta referensi-referensi yang relevan dengan skripsi.
e g

H. Jangkauan Penelitian
Qikmemkm tema skripsi yang diangkat oleh penulis sangat aktual dan
masih hqngat dibicarakan hingga penyusunan skripsi ini, maka dalam hal ini
penulis memberikan batasan pada jangkauan penulisan yaitu menganalisis
pada saat pasca peledakan bom Bali hingga pasca bom di depan Kantor
Kedutaan Besar Australia yaitu dari tanggal 13 Oktober 2002 hingga tanggal
31 Desember 2004. Disamping itu, penulis hanya memfokuskan pada politik

Juar negeri Australia terhadap Indonesia dalam meningkatkan hubungan pasca

—_ - - - . ~r s
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. Sistematika Penulisan

Sistqmatika penulisan dalam skripsi ini, terdiri dari:

Bab Satu merupakan pengantar dari materi secara keseluruhan yang

v

memuat alasan pemiliban judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah,

pokok permasalahan, landasan teori, hipqtesa, metode penulisan, jangkauan

penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab Dua akan dipaparkan gambaran mengenai naik turunnya

hubungan bilateral Indonesia dengan Australia yang disebabkan oleh isu-isu
yang muncul dalam waktu tertentu selama hubungan bilateral kedua negara
berlangsung.

Dalam bab Tiga penulls memberlkan informasi mengenai peristiwa

' bom Bali dan Bom Kumngan dan fakta—fakta pemngkatan hubungan pasca. |

peledakan kedua bom

Bab Empat akan menjelaskan tentang. faktor-faktor yan mendoro‘ng
peningkatan hubungan bilateral Austraha-—lndones:a.

Bab Lima |merupakan akhir penulisan skripsi yang merupakan

kesimpulan dari pembaliasan yang telah dilakukan dalamlskripsi ini.

e
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Politik juar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan
nasional karena kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu
negara secara  operasional. Dalam  penerapanmya berupa tindakan awau
kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang berupa tujuan suaiu
negara.19 Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus
didasarkan pada konsep kepentingan nasional (National Interest).

Pada ‘dasarnya ‘pplitik" luar ﬁe'géri' sualu  bangsa, éekalirun
rﬁeﬁ‘gatasriémaka-ri:negara, pada"ha-ll?{illlcam‘yé ‘bukanlah d;bﬁat oleh negara,
m‘e"ﬁiﬁkaﬂ aktor atau kelompok Sfang '{)ér-tindé'k ‘atas nama ﬁegara. Menurut
Jack C Plano dan Roy ‘O‘lt.on, iéébijaksanaan politik luar negeri dirumuskan
sebagai berikut:

. Voot
“foreign policy is srrategy or p!zmned course af action developed by the decision

makers of vis a vis other state or Inter nm'mual en{mc s, mmed as achieving specific
guals defined in term of nationdl inferest*:? e

Dalam urusan tersebut, politik luar negeri merupakan strategi atau

]
- f -

rencane. tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara

dalam menghadapi nega{ra Iain atau unit politik lain atau unit. internasional

o ~

lamnya dan dlkendahkan untuk mencapal lu|uan nasional khusus yang

1

dltuangkan dalam kepentmg,an nasnonai Dan deimlsl diatas, jelaslah bahwa

i - L P

kekuasaan-.dan .pr‘oses_pengambilan kcputusan yang menyangkut tentang

-~

19 1. Frankel, Inetrnational Relations, tetjemahan Laila Haw'm Ans .Sun 5uh Bersa‘;.ldara. Jakarta,

20 Jack I Plano dan Roy Olton, The International Relations Dictionary, Hold Renhart an Winston inc
TUSA 1969, terjemahan Wawan Juanda Abardin, hal. 7




merupakan wujud perhatian politik luar negeri Australia dibawah
kepemimpinan PM Chifley, dan antusiasme yang ditunjukkan oleh Menteri

Luar Negerinya, Dr. HV. Evatt. Australia turut andil dalam Perjanjian

Linggarjati, Perjanjian Renville, dan perjanjian yang yang paling penting bagi .

Indonesia, yaitu Konferensi Meja Bundar (KMB) dimana dalam konferensi

tersebut, kedaulatan Indonesia diserahkan dari Belanda ke RI. Dari semua
momentum yang sangat berpengaruh bagi masa depan Indonesia tersebut,
boleh dikatakan tahwa sebagian dari pengakuan dunia Internasional terhadap
kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah-wilayahnya
tidak lepas dari peran aktif Austialia. Selanjutnya, Australia juga mensponsori
Indonesia untuk menjadi anggota PBB yang ke-S0.'

Pasca kemerdekaan RI hubungan bilateral Australia-Indonesia terus
berlanjut_, hingga pada tahun 1950 mengalami ketegangan sebab Indonesia
yang pada waktu itu berada dibawah pimpinan Presiden Soekarno mengambil
jalan keras dalam menyikapi masalah Irian Barat. Presiden Soekarno
mengerahkan kesatuan militer untuk menguasai Irian Barat. Sementara
perjuangan diplomasi dilakukan dengan menggalang kekuatan dunia ketiga,
.:ya.itu dengan mambina hubungan persahabatan dengan negara-negara yang
berorientasi maupun berideologi komunis, seperti Vietnam Utara, Korea
UtarathRC, maupuri Uni Sovyet. Disamping itu, kebijakan politik poros-

porosan seperti Jakarta-Peking-Hanoi dan lain-lainnya dibangun .Indonesia
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sebagai penentangannya terhadap negara-ncgara Barat. Munculnya Partai
Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu kekuatan besar di Indonesia
melalui Pemiiu 1955, dan bahwa PKI ini mendukung garis politik luar negeri
Soekarno yang kekiri-kirian membuat Australia semakin khawatir, dan
menibuktikan bahwa Indonesia tidak mampu membendung komunisme. Dan
pada akhirnya, memang Australia tidak mampu berbuat apa-apa setelal Irian
Barat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1962 dan menjadi bagian dari
NKRI melalui Aet of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
dibawah supervisi PBB pada tahun 1969. Hubungan kedua negara bertetangga
inipun menjadi dingin.?

Ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan Australia semakin
diperburuk. dengan adanya kegagalan persetujuan Manila pada tahun 1963,
Kegagalan Persetujuan Manila berarti juga kegagalan strategi diplomatik
Indonesia untuk mencapal sasarannya yang penting, vaitu mencegah
dibentuknya Malaysia. Kegagalan itu menampilkan juga tahap baru dalam
hubungan Australia-Indonesia, bahwa Australia melihat tindakan-tindakan
Indonesia sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanan Australia.

Pada hart diumumkannya Federasi Malaysia pada tanggal 16
september 1963, Kedutaan Eesar Inggris dan Malaya di Jakarta diserang.
Esok harinya huburigan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia diputuskan.

Tanggal 21 September Pemerintah Indonesia. memutuskan menghentikan

2 1hid, hal 422-423




Indonesia sangat besar terutama dengan penguasa Orde Baru, bahkan sampai
menembus ruang yang sangat pribadi.5

Kerjasama militer juga dikembangkan secara progresif. Pada tahun
; 1995, Perdana Menteri Australiz Paul Keating dan Presiden Socharto
" menandatangani  perjanjian keamanan sebagal satu-satunya persetujuan
keampnan bilateral Indonesia. Hubungan tersebut memberikan keuntungan
yaﬁg spesifik bagi [ndonesia, bahwa Australia mengakui kedaulatan yang sah
bagi Indonesia terhadap Timor-Timur. Dimana Indonesia melakukan
intervensi setelah penarikan Portugal dan merupakan konflik internal di tahun
1975. Meskipun demikian, ketegangan masih terus berlanjut dalam hubungan
bilateral Australia-Indonesia.

Akhirnya Januari 1999 ketegangan itu menemui titik terang, Habibie,
sebagai pengganti Soeharto mengambil jalan referendum guna memecahkan
persoalan Timor-Timur dengan alternatif kemerdekaan bagi Timor-Timur,
jika masyarakatnya menolak pengaturan otonomi.

'(V())ting untuk menentukan nasib Timor-Timur dilaksanakan pada

tanggal 30 Agustus 1999 serta berjalan dengan cara yang relatif damat dan

ternyata secara besar-besaran. Sekitar 98,5% pengambilan suara tedaftar.®

3 Kompas, 24 September 1999.
¢ Chris Manning dan Peter Van Diemen, /ndonesia ditengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi
dan Krisis | Yogyakarta, LKIS, 2002 hal 21
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mengakui, peristiwa ini mengejutkan karena sejak beberapa tahun terakhir
Pemerintah Australia felali reningkatkan pengamanan di Kedutaan Besar
(Kedubes) Australia di Jakarta. Downer juga menyampaikan terima kasih}
kepada para ‘pihak yang telah mengamankan Kedubes Australia. Menurut
Downer, pekan lalu pihak Ausiralia menerima ancaman teror bom di beberapa
hotel di .Indonesia. Setelah \a_.da ancaman tersebut, Australia kemudian
mengeluarkan tra_vel warning agar warga negaranya yang berkunjung ke
Indonesia fneningkatkan kewaspadaan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah
Australia 'kemarin 1ne;11geluarkan travel wamin;g baru, agar warganya me_nunda
semua peljalanaﬁ yang tak penting ke Indones%a.]"

Peristiwa peieﬂékaﬁ bom di depan Kantor Kedubes Australia
merupakan suatu bukti ‘bahwa ﬁid'ak ada satupun negara yang kebal akan
ancaman terorisme. Disamping itu, yahg penting untuk dicatat, bahwa
peristiwa terorisme sekali lagi menunjukkan semakin dekatnya keterkaitan
fakt;,r-faktor inetrnasional  dan  domestik. Di  satu' sisi, lingkungan
internasional - global dapat’ secara: langsung mempengaruhi kehidupan
keseharian masyarakat domestik. Faktor-faktor .dilvar dapat ‘secara negatif
dapat mempengaruhi ‘agenda dalam negeri, sedangkan di sisi lain, kebijakan

dan tindakan pada tingkat domesatik bahkan lokal memiliki jangkauan

- pengaruh kepada tingkat internasional global:

4 Kompas, 10 September 2004

1
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Politik Tuar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan
nasional karena kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu
negara sccara operasional. Dalam  penerapannya berupa tindakan aau
kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang berupa tujuan suatu -
negara.”” Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus
didasarkan pada konsep kepentingan nasional (National Interest).

Pada dasarnya politik luar negeri suatu  bangsa, sekalipun
mengatasnamakan negara, pada hakikatnya bukaniah dibuat oleh negara,
meainkan aktor atau kelompok yang bertindak atas nama negara, Menurut
Jack C Plano dan Roy Olton, kebijaksanaan politik luar negeri dirumuskan

sebagai berikut:

“foreign policy is strategy or planned course of action developed by the decision
makers of vis a vis other state or lnfemanwmi entifivs, aimed as achieving specific
goals defined in term of national inferest .’

Dalam urusan tersebut, politik luar negeri merupakan strategi atau
rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara
dalam menghadapt negara lain atau unit politik lain atau unit internasional
lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang
dituangkan dalam kepentingan nasional. Dari definisi diatas, jelasiah bahwa

kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang

12 J. Frankel, Inetrnational Relations, terjeraahan Laila Hasyim, Ans, Sungguh Bersaudara, Jakarta,
1980,
2 Jack J Plano dan Roy Olton, ﬂre I.vztemanona! Relations Dictionary, Hold Renhart an Winston inc
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politik luar negeri berada di tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini aktor
pengambil keputusan terletak ditangan Perdana Menteri dan Presiden.
Dinamika hubungan bilateral Australia —Indonesia ini sangat tergantung pada
aktor pembuat keputusan dari kedua negara dalam artian, aktor yang menjabat
sebagai Presiden dan Perdana Menteri.

Misalnya hubungan bilsteral Australia-Indonesia yang sempat
memburuk karena Presiden Soekirno sebagai aktor pengambil keputusan
memilih bersahabat dengan komunis, yang kemudian membaik karena
Presiden Soeharto dan PM Paul Keating mampunyai pandangan politik yang
sama, yakni pro-Barat.

Sedangkan unsur yang paling utama, yaitu kepentingan nasional
(National Interest) kedua negara yang sama-sama kuat sehingga memaksa
mereka menciptakan kondisi yang kondusif yang secara strategis mendukung
Femajuan kerja sama luar negeri dalam lingkup kesinambungan ekonomi,
1;olitik, sosial, budaya dan bahkan militer.

Yienurut William D Coplin, Tori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

atau Foreign Policy, yaitu:

“Dan salah besar jika menganggap para pembua? kebijakan tuar negeri bertindak
tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut
dipandang sebagai akibat 3 konederasi yang mempengaruhi para pengambil
kebijakan luar negeri”.?!

M wwrerun
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Oleh karenanya, berkaitan dengan isu terorisme Australia dan
Indonesiﬁl melakukan peningkatan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi,
dan juga militer. Dalam bidang politik antara lain Australia-Indonesia
mengadalkan dua kali pertemuan bilateral yaitu Pertemuan Tahunan Tingkat
Menteri {ndonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) VI di Jakarta tanggal
11 Marqt 2003 dan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Regional
Security and Arms Control Talks ke-7 di Canberra tanggal 18 September
2003. Dan hasil yang paling menonjol adalah komitmen para Menteri
Australia me-review terus menerus fravel advice terhadap Indonesia,'
Disamping itu, Australia juga memberikan bantuan dana yang besar guna

mengevakuasi korban bom Bali.

Sgdangkan dalam bidang ekonomi, Australia tetap melakukan
peningkqtan dengan Indonesia, yaitu dengan mengundang para investor asing
terutama investor Australia untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab
kondisi gkonomi Indonesia tidaklah sedemikian terpuruk untuk dijadikan
sebagai pegara tujuan investasi. Perekonomian Indonesia terbilang kokoh
mengahadapi terorisme. Dan pada dasarnya Indonesia mempunyai iklim kerja
yang sangat nyaman. Selain itu, terkait dengan bidang ekonomi, Australia

ingin menunjukkan peningkatan hubungan pariwisata dengan mengijinkan
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